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Abstract

The purpose of this study was to determine how the Role of Stakeholders in the implementation of the
Pekan Kita (PEKA) application at the Communication Informatics Statistics and Stakeholders Office of Pekanbaru
City. Based on the Pekanbaru Mayor Regulation Number 32 of 2023 concerning Management of Public
Complaints Through the Pekanbaru City Pekan Kita (PEKA) Application, it is explained that in order to improve
public services in responding to public complaints, an integrated electronic system needs to be made, so a Pekan
Kita (PEKA) application management team was formed. In addition, the Decree of the Mayor of Pekanbaru
explains that there is a duty to coordinate with all OPDs so that the utilization of the Pekan Kita (PEKA)
application is carried out. The theory used to support the analysis of the Role of Stakeholders in the implementation
of this PEKA application is the Stakeholder Role Model according to Nugroho. The research method uses a
descriptive method with a qualitative approach. Selection of informants using Purposive Press, with 5 Key
Informants and Informants. The techniques used in data collection are: interviews, observations, and
documentation studies. The results of this study indicate that the Role of Stakeholders in this PEKA application,
the Communication Informatics Statistics and Standardization Office of Pekanbaru City as a Key Stakeholder.
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Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Stakeholder pada pelaksanaan
aplikasi Pekan Kita (PEKA) di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat Melalui Aplikasi Pekan Kita (PEKA) Kota Pekanbaru Dijelaskan bahwa dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik dalam merespon keluhan-keluhan masyarakat perlu dibuat sistem
elektronik terpadu maka dibentuklah tim pengelola aplikasi Pekan Kita (PEKA). Selain itu dalam
Keputusan Walikota Pekanbaru dijelaskan bahwa terdapat tugas untuk melakukan koordinasi dengan
seluruh OPD agar terlaksananya pemanfaatan aplikasi Pekan Kita (PEKA). Teori yang digunakan untuk
mendukung analisis Peran Stakeholder pada pelaksanaan aplikasi PEKA ini yaitu, Model Peran
Stakeholder menurut Nugroho. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitiatif. Pemilihan informan menggunakan Tekanik Purposive, dengan Key Informan dan Informan
5 Orang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: wawancara, Observasi, dan studi
Dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Stakeholder dalam aplikasi PEKA ini,
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai Stakeholder Kunci .

Kata Kunci : Stakeholder, Aplikasi, Pelayanan Publik
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Pendahuluan

Stakeholder dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki
kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau
program pembangunan. Pada hakekatnya melibatkan tiga stakeholder yang saling terkait yaitu
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan
fungsi yang berbeda yang perlu dipahami agar di suatu daerah dapat terwujud dan terlaksana
dengan baik.

Stakeholder pada aplikasi Pekan Kita (PEKA) ini adalah Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yang merupakan sebagai stakeholder kunci dalam
pelaksaan Aplikasi Pekan Kita (PEKA). Dinas ini memberikan wadah kepada seluruh
Organisasi Perangkat Daerah untuk bergabung dalam apliksi Pekan Kita (PEKA) untuk dapat
berpartisipasi dalam menigkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang berbasis teknologi
dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti merespon keluhan masyarakat
dan melakukan penangan terhadap keluhan masyarakat tersebut.

Dari data diatas dinyatakan bahwa pelaksanaan dari Aplikasi Pekan Kita (PEKA)
terdapat klarifikasi dari Stakeholder pelaksanaannya yang merupakan sebagai berikut:

1. Stakeholder Primer: yaitu masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksaan yang
merupakan terlibat dalam proses langsung dari Aplikasi Pekan Kita (PEKA).

2. Stakeholder Sekunder: yaitu Dinas-Dinas yang telah menjalankan atau menggunakan
Aplikasi Pekan Kita (PEKA) dalam proses pelayanan masyarakat melalui pengaduan dari
Aplikasi tersebut. Dinas-Dinas di Pekanbaru yang telah bergabung dan menjalankan
Aplikasi Pekan Kita (PEKA) dalam proses pengaduan yaitu, Dinas Perhubungan, Dinas
Lingkungan Hidup serta DP3APM

3. Dan Dinas Komunikasi sebagai stakeholder kunci dalam pelaksanaan yang memegang
tanggung jawab langsung dari Aplikasi Pekan Kita (PEKA).

Peran stakeholder memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan atau pihak
yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah kebutuhan dan perhatian
terhadap kelancaran suatu kegiatan. Dengan demikian peran stakeholder diperlukan untuk
mengetahui siapa saja yang memiliki kepentingan atau peran secara langsung maupun tidak
langsung terhadap kebijakan atau program yang akan dilaksanakan serta mengorganisasikan
stakeholder. Fungsi dan peran masing-masing stakeholder perlu difungsikan secara optimal.
Didalam organisasi jalinan komunikasi antara stakeholder sangat penting untuk menghasilkan
rumusan kebijakan yang baik.

Dalam studi kebijakan, analisis peran stakeholder dilakukan untuk mengungkapkan
kepentingan dan pengaruh (peranan) para stakeholder. Dalam keputusan walikota Pekanbaru
nomor 373 tahun 2022 tentang pembentukan tim pengelola aplikasi Pekan Kita (PEKA) yang
mengacu pada undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik serta peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang
pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam merespon keluhan-
keluhan masyarakat perlu dibuat sistem elektronik terpadu maka dibentuklah tim pengelola
aplikasi Pekan Kita (PEKA). Selain itu dalam Keputusan Walikota Pekanbaru dijelaskan
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bahwa terdapat tugas untuk melakukan koordinasi dengan seluruh OPD agar terlaksananya
pemanfaatan aplikasi Pekan Kita (PEKA).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Pekan Kita, membahas tentang
bagaimana mengatur pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Pekan Kita
(PEKA). Tujuan dibuatnya peraturan ini untuk memberikan acuan, pedoman, dan panduan
bagi setiap Perangkat Daerah dalam pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Aplikasi
Pekan Kita (PEKA) serta menjelaskan bagaimana mekanisme pengaduan masyarakat yang
meliputi tahapan penyampaian pengaduan, penerimaan atau pencatatan, penyaluran,
pemeriksaan, penyelesaian atau tindak lanjut, dan pelaporan.

Dari surat keputusan dan peraturan walikota Pekanbaru ini, setiap stakeholder memiliki
tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri, dimana stakeholder memberikan penanganan
terhadap keluhan masyarakat sesuai standar operasional pada masing masing Perangkat
Daerah, serta alam pelaksaannya juga harus berasaskan efektif dan efisien.

Peran stakeholder pada aplikasi Pekan Kita (PEKA), dapat dikatakan masih kurang baik.
Dimana stakeholdernya belum melakukan perannya dengan penuh dan masih banyak yang
harus diperhatikan agar peran stakeholder pada aplikasi Pekan Kita (PEKA) ini berjalan sesuai
dengan yang diharapkan dan berguna bagi Organisasi Perangkat Daerah lainnya untuk
mencapai tujuan aplikasi ini dibuat.

Tinjauan Pustaka

Menurut Igbal (dalam Mahfud, Haryono, dan Anggraeni 2014)) mendeskripsikan
stakeholder sebagai siapa yang memberikan dampak dan/atau yang terkena dampak dari suatu
program, kebijakan, dan/atau pembangunan. Mereka bisa sebagai individu, komunitas,
kelompok sosial, atau suatu lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat golongan
masyarakat.

Stakeholder dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki
kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) olehh kegiatan atau
program pembangunan. Pada hakekatnya melibatkan tiga stakeholder yang saling terkait yaitu
pemerintah, swasta, dan masyarakat.Klasifikasi stakeholders juga dapat dilihat berdasarkan
perspektif governance. Stakeholders dibagi menjadi tiga jenis yaitu negara atau pemerintah
(state), masyarakat sipil (civil society), dan masyarakat ekonomi (private sector).

Peran stakeholder dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan
salah satunya maningkatkan kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih efektif dan efisien.
Peran stakeholder Menurut Nugroho (2014 : 16-17) (dalam (Lailia et al., 2021), peran stakeholders
dapat diklasifikasikan menjadi berikut, diklasifikasikan menjadi 5 (lima), diantaranya:

1) Policy Creator (Peran Membuat Kebijakan)

Policy Creator (Peran Pembuat Kebijakan), dalam hal ini stakeholder merupakan yang
berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Dalam indikator Policy
Creator (Peran Membuat Kebijakan) ini terdapat 2 (dua) sub indikator yaitu Kepentingan
dalam membuat kebijakan dan pencapaian dalam kebijakan.

a. Kepentingan Dalam Membuat Kebijakan
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Kepentingan dalam membuat kebijakan sebagai dasar dalam suatu aplikasi yang akan
dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan pengaduan masyarakat, serta melihat sejauh
mana kebijakan yang dibuat terlaksana dengan melibatkan beberapa pihak untuk
mengetahui bagaimana kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi peran stakeholder.

b. Pencapaian Dalam Kebijakan.

Dalam Sub Indikator Pencapaian Kebijakan melihatkan bagaimana aplikasi Pekan Kita
(PEKA) ini, sejauh mana bentuk pelayanan pengaduan sudah di laksanakan.

2) Koordinator (Peran Koordinasi)

Koordinasi, Stakeholder yang berperan dalam mengkoordinasikan stakeholder lain yang
terlibat dalam kebijakan. Dalam indikator ini, untuk melihat bagaimana bentuk komunikasi
serta koordinasi yang dilakukan, terdapat 2 sub indikator, yaitu: a. Koordinasi dalam
Pelaksanaan yang tepat, b. Komunikasi yang tepat dan akurat.

a. Koordinasi dalam Pelaksanaan yang Tepat

Dalam Sub Indikator Koordinasi dalam pelaksanaan yang tepat berperan membuat
pengaturan yang terkait merespon rencana kerja yang akan dilakukan sebagai pelayanan
Pengaduan sehingga dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisiensi.

b. Komunikasi Yang Tepat dan Akurat

Dalam sub Indikator Komunikasi yang Tepat dan Akurat sejauh mana bentuk kerjasama
dan sosialisasi awal dalam rencana kerja hingga pelaksanaan

3) Fasilitator (Peran Memberikan Fasilitas)

Fasilitator yaitu stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang
dibutuhkan kelompok sasaran. Dalam indikator ini terdapat 2 sub Indikator yang akan
menjelaskan apa-apa saja fasilitas serta fitur dalam aplikasi Pekan Kita (PEKA) ini. Terdapat
2 (dua) Sub Indikator, yaitu: a. Fasilitas yang diberikan, b. Pengembangan Sumber daya
manusia.

a. Fasilitas yang diberikan.

Fasilitas yang diberikan merujuk pada segala jenis sarana, layanan, atau kemudahan yang
disediakan.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas dan kemampuan dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi
mencakup segala upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keterampilan, pengetahuan,
sikap, dan kemampuan lainnya yang diperlukan agar dapat bekerja lebih efektif dan
efisien.

4) Implementor (Peran Menjalankan Program)

Implementator, Stakeholder yang pelaksana kebijakan dimana di dalamnya termasuk
kelompok sasaran, pelaksana dalam memudahkan pelaksanaan pelayanan masyarakat dan
untuk masyarakat sebagai pelapor agar dimudahkan sehingga dapat di tindaklanjuti dengan
efektif dan efisiensi. Dalam Indikator ini, penulis mengambil 2 Sub Indikator yaitu: a. Adanya
edukasi yang diberikan, b. Kesesuaian standar atau implementasi program dengan kenyataan.
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a. Adanya Edukasi yang diberikan.

Merujuk pada pengetahuan, informasi, atau pelajaran yang bertujuan untuk

mengembangkan pemahaman dan keterampilan agar dapat membuat keputusan yang
lebih baik.

b. Kesesuaian Standar atau Implementasi Program dengan Kenyataan

Mengacu pada sejauh mana program atau kebijakan yang direncanakan dan diterapkan
sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada di lapangan,dengan menilai pelaksanaan
suatu program berjalan sesuai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya, serta apakah hasil yang dicapai sejalan dengan kebutuhan dan realitas di
lapangan.

5) Akselerator (Peran Pemberi Konstruksi)

Akselerator, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar
suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat dari waktu
pencapaiannya. Dalam hal ini akselerator juga memberikan arahan mengenai bagaimana
pelaksanaan dan bagaimana cara menindaklanjuti sebuah kelemahan dalam program yang
sedang dilaksanakan.Dalam Indikator ini terdapat 2 sub indikator, yaitu : a. Tatacara dalam
menjalankan aplikasi tersebut, b. Memperbaiki kelemahan pada aplikasi. Analisis akan
dijabarkan dalam hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

a. Tata Cara dalam Menjalankan Aplikasi

Prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk menggunakan aplikasi dengan
benar dan efisien. Ini mencakup instruksi atau panduan yang membantu pengguna
dalam memahami cara mengoperasikan aplikasi dari awal hingga selesai.

b. Memperbaiki Kelemahan Aplikasi

Mengatasi masalah atau kekurangan yang ada dalam aplikasi agar aplikasi tersebut dapat
berfungsi dengan lebih baik, efisien, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih
baik. Kelemahan dalam aplikasi bisa berupa bug, kesalahan teknis, kekurangan fitur, atau
masalah lainnya yang menghambat kinerja aplikasi.

Peran stakeholder memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan atau pihak
yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah kebutuhan dan perhatian
terhadap kelancaran suatu kegiatan. Dengan demikian peran stakeholder diperlukan
untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kepentingan atau peran secara langsung
maupun tidak langsung terhadap kebijakan atau program yang akan dilaksanakan serta
mengorganisasikan stakeholder. Fungsi dan peran masing-masing stakeholder perlu
difungsikan secara optimal. Didalam organisasi jalinan komunikasi antara stakeholder
sangat penting untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang baik. Dapat disimpulkan
bahwa dalam studi kebijakan, analisis peran stakeholder dilakukan untuk mengungkapkan
kepentingan dan pengaruh (peranan) para stakeholder.

Metode
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Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan
keadaaan yang ada sebagaimana semestinya. Kemudian metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yakni kegiatan yang
mencari kebenaran dari suatu objek yang dilakukan dalam kondisi alamiah yang pada
penelitiannya bersifat menggambarkan, menjelaskan secara obejektif .Lokasi penelitian
dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

Key Informan dalam penelitian ini adalah Staf bidang persandian, aplikasi, dan tata
kelola Sistem Pemerintahan Berbasih Elektronik (SPBE).Sedangkan informan adalah Admin
Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas
Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak Dan Pemberdayaan Masyrakat
Sumber data primer diperoleh melalui catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan
data-data mengenai stakeholder pada aplikasi Pekan Kita (PEKA) serta hambatan dalam
pelaksanaanya dan data sekunder diperoleh dari Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 373
tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi E-Respon dan Peraturan Wali Kota
Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Melalui Apliksi Pekan Kita..Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis dala kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung. Menurut Miles and Huberman analisis data
model interaktif ini memiliki 3 komponen yaitu pengumpulan data (data Collection), reduksi
data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi
(conclusions).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pembahasan masing-masing indikator penelitian didapatkan rekapitulasi
dari penelitian Peran Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pada Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Di
Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Policy Creator (Peran Membuat Kebijakan)

Policy Creator (Peran Pembuat Kebijakan), dalam hal ini stakeholder merupakan yang
berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Dinas Komunikasi
Statistika Informasi dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai stakeholder yang berperan sebagai
pengambil kelutusan dan penentu suatu kebijakan dalam menjalankan aplikasi PEKA
dikarenakan DISKOMINFO merupakan stakeholder kunci dalam aplikasi PEKA ini. Selain itu
Dinas Perhubungan, DP3APM dan DLHK Kota Pekanbaru merupakan Dinas yang sudah
terdaftar dalam aplikasi PEKA ini sebagai stakeholders perimer dan melihat bagaimana peran
kebijakan di masing-masing dinas dalam menjalankan aplikasi PEKA tersebut.

a. Kepentingan Dalam Membuat Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan key informan yakni dengan
bapak Fikri Syahputra, S.T selaku Staf Bidang dari analisis Sistem Informan di Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru mengenai kepentingan
dalam membuat kebijakan dalam Peran Stakeholder dalam pelaksaan Aplikasi Pekan Kita
(PEKA) di Kota Pekanbaru, sebagaimana dalam wawancara dikatakan:
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“Salah satu tugas dari Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai pelayan publik. Sehingga
kebijakan yang dibuat selalu berorientasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Bergerak dari hal tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru membangun dan mengembangkan aplikasi
PEKA. Aplikasi PEKA sendiri adalah aplikasi yang merangkum beberapa layanan aduan publik dalam
satu aplikasi, sehingga masyarakat akan dimudahkan dengan adanya satu aplikasi untuk membuat
segala jenis aduan.”

Pernyataan Ibuk Riza, S.IP selaku admin aplikasi PEKA di Dinas Perhubungan juga
didukung dengan argumentasi olah Ibuk Novi Urbaningrum, A.Md. Tra selaku staf bidang
PST Dinas Perhubungan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 yaitu:

” Saya disini hanya bisa memantau aplikasi PEKA dan memiliki akses untuk melihat laporan
kaduan yang sudah masuk ke aplikasi PEKA dan memantau apakah laporan kaduan sudah dikerjakan
oleh bidang terkait pada aplikasi PEKA”.

Namun menurut Ibuk Rusita, A.Md Selaku Kasubag Tata Usaha di UPT Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada hari Rabu , tanggal 20
Novermber 2024 , menyatakan bahwa:

”Pengaduan dari sipeka sama sekali belum ada sampai saat iniitulah kendalanya, kami tidak
tau berjalannya atau tidaknya si peka ini layanan kami, di UPT ini bisa jadi mungkin pengaduan dari
dp3apm ini belum masuk dari layanan di peka itu. Kalo berjalan si peka ini bagus, bakalan ada masuk
pengaduan, kita dapat promosikan tentang komunikasi mengenai kegiatan UPT ini kan dan juga bisa
untuk pencegahan, seperti di dp3apm untuk pencegahan, pelayanan penanganan.”.

Selanjutnya untuk hasil wawancara di Dinas Lingkungan dan Kebersihan (DLHK)
Kota Pekanbaru dengan Ibuk Wennny Arizona, SKM, M.Si selaku kasubag umum DLHK
pada hari Selasa, 3 Desember 2024 menyatakan bahwa:

" Pelaksanaan mengenai aplikasi PEKA ini belum ada di Dinas kami jadi kepentingan
mengenai aplikasi PEKA belum ada, memang benar secara penanggulan sampah kami di mention oleh
DISKOMINFO namun itu bukan dari aplikasi PEKA, sebagai dasar kepentingan bahwa untuk laporan
kami berharap dapat betul ditindaklanjuti segera karena ini merupakan kaduan masyarakat yang harus
kami laksanakan sesuai dengan laporan yang masuk, namun untuk laporan dari aplikasi PEKA kami
tidak ada menggunakan sampai sekarang.”

Selain itu untuk mendukung sub indikator Kepentingan dalam kebijakan ini penulis
juga mewawancarai Bapak Andi sebagai Admin admin Aplikasi PEKA sdari DISKOMINFO
pada Kamis, 6 Juni 2024 yang menyatakan bahwa:

7 Aplikasi PEKA ini dibuat sebagai mempermudah dari pengaduan, karena kami melihat
pengaduan dimasyarakat banyak, namun iya tidak semua dinas sebenarnya yang udah melaksanakan,
namun bisa dibilang PEKA ini untuk dinas tertentu seperti yang sudah terdaftar disistem karena emang
untuk proses pelayanan pengaduan dari masyarakat dan bisa cepat ditindaklanjuti dari dinas/OPD
yang terkait”

Maka berdasarkan hasil observasi wawancara pada sub indikator Kepentingan
pembuat kebijakan, bahwa benar aplikasi ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian
pelayanan pengaduan ke masyarakat sehingga kepentingan dasar dari kebijakan pembuatan
aplikasi ini kembali untuk kepentingan masyarakat kota Pekanbaru. Namun dalam peran
stakeholdernya, DISKOMINFO sebagai wadah belum melaksanakan perannya dengan baik,
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dikarenakan aplikasi yang dibuat ini untuk memudahkan pengaduan dari masyarakat dan
memudahkan pelayanan menjadi pelayanan satu pintu, belum tercapai dengan semestinya.
Dilihat dari DP3APM dan DLHK Kota Pekanbaru belum melaksanakan perannya sebagai
stakeholder primer dan hanya Dinas Perhubungan yang sudah berperan dalam menjalakan
tugasnya dan memiliki kepentingan dalam aplikasi ini berdasarkan Peraturan Walikota No 32
Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Pekan Kita.

b. Pencapaian Dalam Kebijakan.

Salah satu wawancara mengenai sub indikator pencapaian dalam kebijakan adalah
wawancara bersama Key Informan yaitu Bapak Fikri Syahputa, S.T selaku Staf Bidang bagian
Analis Sistem Informasi pada hari senin, tanggal 6 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Dengan adanya aplikasi PEKA terdapat kemudahan-kemudahan baik yang dirasakan
masyarakat maupun bagi dinas-dinas yang menjadi penanggung jawab layanan publik. Contoh terkait
masalah penerangan jalan umum, jika terdapat lampu jalan yang mati, masyarakat dapat membuat
aduan melalui aplikasi PEKA dengan hanya mengambil gambar lampu jalan yang mati dan membuat
keterangan terkait aduan, kemudian dalam kurun waktu beberapa saat akan direspon melalui satgas
dan akan turun ke lapangan melakukan cek kondisi. Selain itu masyarakat juga dapat memantau progres
penyelesaian pekerjaan.”.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Bapak Andi selaku Admin dari aplikasi Peka
dari stakeholders kunci yaitu DISKOMNFO menyatakan bahwa, pada hari Kami, tanggal 6 Juni
2024, menyatakan bahwa:

“ aplikasi ini dibuat untuk semua dinas, dan dalam pencapaian ini diharapkan bahwa dinas
yang bersangkutan dapat menjalankan aplikasi ini, namun emang untuk pencapaian pelaksaan di opd
terkait masih dinas perhubungan yang aktif karena pengaduan seperti kerusakan jalan, atau masalah
lampu itu memang tugas dari Dinas perhubungan langsung.”

Lalu jawaban hasil wawancara di atas di dukung oleh Dinas Perhubungan yang sejauh
ini sudah melaksanakan proses pelayanan pengaduan melalui Aplikasi Pekan Kita (PEKA)
yaitu wawancara bersama Admin Aplikasi Pekan Kita (PEKA) dari Dinas Perhubungan, yaitu
Ibuk Riza, S.IP selaku Admin Aplikasi PEKA di Dinas Perhubungan pada hari Rabu, tanggal
20 November 2024 yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya aplikasi ini, beberapa pencapaian dalam kebijakan atau keputusan yang
diharapkan meliputi: Meningkatkan Transparansi Pemerintah, Meningkatkan Partisipasi Publik yaitu
seperti menyampaikan aspirasi, keluhan, atau usulan terkait pelayanan publik secara langsung, lalu
Optimalisasi Pelayanan Publik, mendukung Smart City dengan adanya pemanfaatan teknologi sebagai
pelayanan pengaduan, Mempermudah Pengambilan Keputusan Berbasis Data, Efisiensi juga dalam
Biaya dan Waktu seperti dapat mempercepat waktu penyelesaian layanan dan mempermudah dalam
melakukan pengaduan oleh masyarakat karena melalui aplikasi , dan dapat Meningkatkan Citra Kota
Pekanbaru. *

Selanjutnya untuk mendukung jawaban mengenai pencapain dalam kebijakan, dalam
harapannya untuk Aplikasi Pekan Kita (PEKA) ini peneliti/penulis juga mewawancarai Ibuk

Novi Urbaningrum, A.Md.Tra selaku staf Bidang PST Dinas Perhubungan, Pada hari
Rabu, tanggal 20 november 2024, yang menyatakan bahwa:
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“Sudah lebih baik karena setiap ada nya laporan akan langsung ditindak lanjuti oleh bidang-
bidang terkait didinas perhubungan”

Sebagai memperkuat argumentasi ini, penulis melakukan wawancara bersama Ibuk
Rusita, A.Md selaku Staf Tata Usaha di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada
hari Rabu, tanggal 20 November 2024, menyatakan bahwa:

“ Memang benar, dari Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP3APM) Pekanbaru juga menyatakan bahwa pengaduan melalui aplikasi Pekan Kita (PEKA) belum
berjalan, kita sebagai Tim Pelaksana karena berada di UPT hanya bisa dapat menunggu informasi dan
konfirmasi, namun sampai saat ini kami tidak ada dapat pengaduan melalui si PEKA ini.”.

Selanjutnya juga di dukung oleh hasil wawancara dari Ibuk Wenny Arizona, SKM,
M.Si selaku Kasubag Umum DLHK pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 menyatakan
bahwa:

“Memang kami di mention mengenai pengaduan sampah oleh kominfo dan itu memang tugas
kami, salah satunya mengenai pengaduan sampah. Dan memang bukan terlaksana dari aplikasi peka

“

mi.

Dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dari indikator Policy Creator (Peran
Membuat Kebijakan) bahwa saat ini aplikasi PEKA sudah dilaksanakan dengan baik oleh
Dinas Perhubungan sehingga sudah ada beberapa pengaduan yang masuk di sistem aplikasi
tersebut, Dinas Perhubungan sebagai stakeholder primer sudah menjalankan aplikasi tersebut
sesuai dengan pencapaian yang diinginkan, walaupun DP3APM dan DLHK Kota Pekanbaru
belum dapat melaksanakan aplikasi tersebut karena kurang ketelibatan peran DISKOMINFO
sebagai stakeholder kunci dari aplikasi PEKA ini.

2. Koordinasi (Peran Koordinasi)

Dalam peran koordinasi ini para dinas-dinas yang terkait mengenai aplikasi Pekan
Kita (PEKA) termasuk Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota
Pekanbaru yang sebagai admin utama atau yang mempunyai aplikasi ini, dalam indikator ini
melihat sejauh mana koordinasi atau komunikasi antara dinas-dinas yang bersangkutan
dalam aplikasi PEKA ini.

a. Koordinasi dalam Pelaksanaan yang Tepat

Dalam hal ini wawancara mengambil argumentasi menurut Key Informan, yaitu Bapak
Fikri Syahputra, S.T selaku Staf Bidang Analisis Sistem Informasi di Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, pada hari Senin, 6 Januari 2025, yang
menyatakan bahwa:

”Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berdasarkan tupoksinya adalah dinas
yang membidangi urusan pemerintahan terkait Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
Dimana Dinas Kominfo berperan sebagai wadah membuat aplikasi yang diperuntukan bagi dinas
lainnya. Begitu juga dengan aplikasi PEKA, Dinas Kominfotiksan berperan sebagai pembuat dan
pengembang aplikasi. Setelah aplikasi jadi, dinas dinas lain yang memiliki tupoksi sebagai pelayan
publik kepada masyarakat mendaftarkan pelayanan publik yang dimilikinya ke dalam aplikasi, dimana
terdapat syarat syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan pelayanan tersebut ke dalam aplikasi
PEKA sesuai dengan yang tercantum dalam SK Tim Pelaksana Aplikasi PEKA.”
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Selanjutnya untuk memperkuat argumentasi mengenai sub indikator maka penulis
akan mengambil pendapat dari masing-masing dinas yang terkait, bahwasanya peneliti juga
mewawancara salah satu staf Bidang PST yaitu Ibuk Novi Urbaningrum, A.Md.Tra, pada hari
Rabu, tanggal 20 November 2024 yang menyatakan:

“Aplikasi PEKA merupakan aplikasi pengaduan resmi Pemerintah Kota Pekanbaru yang utuh,
terintegrasi dengan seluruh perangkat daerah se-Kota Pekanbaru yang memiliki tupoksi dalam
penanganan masalah yang dirasakan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang bersifat segera
diatasi yang dibuat oleh diskominfo dan Banyak nya aduan masyarakat terhadap permasalahan di
bidang perhubungan menjadi dorongan dinas perhubungan untuk bekerja sama dengan diskominfo
untuk membuat sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, supaya mudah dikontrol dan langsung
di tindak lanjuti oleh bagian terlapor serta memudahkan dalam penyajian data dan informasi.”.

Kemudian hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan admin
aplikasi PEKA di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu Ibuk Riza, S.IP pada hari Rabu,
tanggal 20 November 2024, yaitu:

“Koordinasi yang baik antara berbagai dinas dan instansi terkait adalah kunci agar aplikasi
PEKA Pekanbaru dapat berjalan efektif sebagai layanan pengaduan masyarakat. Berikut adalah
koordinasi yang dilakukan: Pembentukan Tim Pengelola Terpadu,Penyusunan SOP, Integrasi Sistem
Teknologi Informasi, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM, Penunjukan Focal Pint di Setiap
Dinas, Rapat Koordinasi Rutin, pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan, adanya Sosialisasi Internal
dan Ekternal.”

Selanjutnya adalah wawancara dari ibuk Wenny Arizona, SKM,M.Si selaku Kasubag
Umum DLHK Kota Pekanbaru, pada hari Selasa, 3 november 2024, yaitu menyatakan:

“Kami sama seperti DP3APM , ada tawaran untuk satu server ke mereka dalam menjalankan
aplikasi peka ini, namun memang dari DLHK juga belum ada sama sekali menjalankan mengenai
aplikasi peka ini, mungkin hal tersebut masih dalam proses tahapan Cuma belum ada konfirmasi
lanjutan mengenai aplikasi peka tersebut yang mana memang belum ada melaksanakan pelayanan
pengaduan menggunakan aplikasi peka ini.”

Dari hasil observasi wawancara serta Dokumentasi, bahwa DISKOMINFO sebagai
stakeholder kunci sudah berperan dalam memberikan sosialisasi serta promosi kepada
dinas/opd sekota Pekanbaru, namun sosialisasi tersebut hanya dapat menampung/merekrut
3 dinas/opd yang menjadi stakeholder primer yaitu Dinas Perhubungan, DP3APM dan DLHK
Kota Pekanbaru, hal ini dinilai kurang terjalankan dengan baik yang dimana koordinasi yang
dilakukan seharusnya dapat mencakup semua dinas, namun masih banyak dinas/ opd di Kota
Pekanbaru yang belum memnafaatkan aplikasi PEKA sebagai aplikasi layanan pengaduan
berbasis digital. Tidak hanya itu dari ke 3 OPD yang terdaftar, hanya 1 OPD yang sudah
menjalankan aplikasi PEKA ini yaitu Dinas perhubungan yang sudah menerima kaduan-
kaduan online serta penanganan yang sudah dilakukan secara realtime. Serta masih terdapat
layanan yang belum bisa dijalankan oleh ke-2 OPD yang sudah terdaftar yaitu DP3APM dan
DLHK Kota Pekanbaru.

b. Komunikasi Yang Tepat dan Akurat
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Dalam sub Indikator Komunikasi yang Tepat dan Akurat penulis ingin melihat sejauh
mana bentuk kerjasama dan sosialisasi awal dalam rencana kerja hingga pelaksanaan Aplikasi
PEKA ini, yaitu dengan hasil wawancara Key Informan, yaitu Bapak Fikri Syahputra, S.T selaku
Staf Bidang Sistem Informasi di DISKOMINFO Kota Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 6
Januari 2024, menyatakan bahwa:

"Kerjasama yang dilakukan adalah dalam bentuk koordinasi dalam menambahkan pelayanan
publik yang dimiliki OPD ke dalam Aplikasi PEKA.”

Selanjutnya menurut Admin Dinas Perhubungan yaitu Ibuk Riza, S.IP pada hari Rabu, tanggal
20 November menyatakan bahwasanya:

” Bentuk Komunikasi yang dilakukan oleh Diskominfo Pekanbaru sebagai stakeholder utama
aplikasi Peka PEKA Pekanbaru, Diskominfo memegang peran penting dalam memastikan aplikasi ini
berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan adanya komunikasi yang dilakukan
serta sosialisasi yang dilakuakn terkait aplikasi ini.”

Dan selanjutnya di lengkapi oleh Ibuk Novi Urbaningrum, A.md.Tra selaku Staf
Bidang PST di Dinas Perhubungan, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, yaitu:

7 Ada sosialisasi dan juga terkait kerjsama ini dikarenakan Banyak nya aduan masyarakat
terhadap permasalahan di bidang perhubungan menjadi dorongan dinas perhubungan untuk bekerja
sama dengan diskominfo untuk membuat sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, supaya
mudah dikontrol dan langsung di tindak lanjuti.”.

Selanjutnya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota
Pekanbaru, dari hasil wawancara bersama ibuk Wenny Arizona, SKM, M. Si selaku Kasubag
Umum DLHK Pada hari Selasa, 3 Desember 2024, menyatakan bahwa:

“Tidak ada sosialisasi memang mengenai aplikasi ini, yang artinya juga belum menjalankan
karena memang aplikasi ini mungkin dalam proses tahapan dari dinas yang bersangkutan, belum efektif
menjalankan. yang ikut sosialisasi juga yang dari kominfo mengenai pekanbaru.go.id.”

Dari hasil observasi wawancara dan Dokumentasi, bahwa sosialisasi sudah
dilaksanakan sesuai dengan peran DISKOMINFO sebagai stakeholder kunci atau wadah dari
aplikasi PEKA ini, namun dari sosialisasi dan promosi yang diperuntukkan untuk seluruh
dinas/OPD di Kota Pekanbaru, hanya 3 dinas yang sudah bergabung, yaitu Dinas
Perhubungan, DP3APM dan DLHK Kota Pekanbaru. Dalam koordinasinya dari
DISKOMINFEFO, saat ini hanya Dinas Perhubungan yang sudah menjalankan perannya sebagai
stakeholder primer dalam menerima kaduan-kaduan online dan penanganan yang secara
realtime, namun untuk DP3APM dan DLHK belum dapat menjalankan aplikasi PEKA
tersebut sesuai yang diharapkan.

3. Fasilitator (Peran Memberikan Fasilitas)

Kelompok sasaran disini yaitu stakeholder primer terdiri dari dinas/opd terkait, yaitu
dinas yang terdaftar dalam aplikasi PEKA ini dan stakeholder Sekunder yaitu masyarakat yang
menjadi pengguna dari aplikasi PEKA ini sebagai pelayana pengaduan, yang dipegang oleh
stakeholder kunci yaitu DISKOMINFO yang betindak langsung/ yang mempunyai akses utama
aplikasi PEKA ini.

a. Fasilitas yang diberikan
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Dalam wawancara bersama Bapak Fikri Syahputra, S.T sebagai Staf Bidang Analis
Sistem Informasi DISKOMINFO Kota Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2024,
menyatakan bahwa:

“Dinas Kominfotiksan memfasilitasi penambahan jenis aduan pelayanan publik ke dalam
aplikasi PEKA jika ada OPD yang ingin menambahkan pelayanan publik yang dimilikinya. Di dalam
aplikasi PEKA sendiri terdapat fitur aduan, pemantauan progres pekerjaan, dan komentar sehingga
masyarakat dapat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap satgas yang bertugas untuk
menyelesaikan aduan.”

Selanjutnya diperkuat juga dengan jawaban admin aplikasi PEKA dari DISKOMINFO
sebagai wadah aplikasi ini, pada hari Kamis, 6 Juni 2024, yang menyatakan bahwa:

"Jikalau ada pengaduan maka admin dari dinas masing-masing akan meneruskan ke tim
pelaksana mengenai penagduan, misalnya pengaduan mati lampu, dah dikerjakan adanya dokumentasi,
jadi tim pelaksana akan melakukan pelaporan bahwa penagudan tersebut sudah selesai, maka admin
akan mengkonfirmasikan ke aplikasi bahwa pengaduan sudah selesai di tangani”.

Selanjutnya mengenai pengaduan dalam aplikasi PEKA di Dinas Perhubungan di
perkuat dengan hasil wawnacara dari Ibuk Novi Urbaningrum, A.Md. Tra selaku staf Bidang
PST Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada hari Rabu, tangga 20 November 2024,
menyatakan:

"Untuk di dishub sendiri pada aplikasi PEKA bisa melaporkan lampu jalan yang mati agar bisa
ditindak lanjuti oleh bidang terkait.”

Hasil observasi wawancara serta dokumentasi menyatakan bahwa aplikasi PEKA
memilik fitur untuk memiliki beberapa fitur dari Aduan, Jenis Aduan, Kolom/Form
Pengduan, serta Map Lengkap lokasi pengaduan dengan dilengkapi fitur dibawah nya
terdapat bagaimana proses pelayanan.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam wawancara dengan Bapak Fikri Syahputra, S.T Selaku Staf Bidang Analis
Sistem Informasi di DISKOMINFO pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, menyatakan
bahwa:

" Adanya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan melalui iklan
layanan masyarakat yang diupload melalui youtube Kontak Pemko Pekanbaru.”

Dalam pengembangan SDM ini penulis juga mewawancarai Ibuk Novi Urbaningrum,
A.Md.Tra selaku staf Bidang PST di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada hari Rabu,
tanggal 20 November 2024, yaitu:

"Dinas perhubungan memiliki 1 super admin yang akan mengkoordinasi satgas-satgas dari
bagian-bagian yang bertanggung jawab terhadap laporan yang diterima”

Selain itu diperkuat dengan Admin Aplikasi PEKA di Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru yaitu Ibuk Riza, S.IP, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, yaitu
menyatakan bahwa:
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”Admin Dinas Perhubungan (Dishub) yang bertugas dalam pengelolaan pengaduan melalui
aplikasi PEKA Pekanbaru memiliki peran penting dalam memastikan pengaduan masyarakat ditangani
dengan efektif dan efisien.”

Selain itu, DP3APM yang menyatakan bahwa belum melaksanakan proses pengaduan
melalui PEKA ini menyatakan bahwa bentuk penjalanan aplikasi ini sebagai mana dalam
wawancara penulis pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 dengan Ibuk Rusita, A.Md
selaku staf Tata Usaha di UPT PPA menyatakan bahwa:

"Betul yang dibilang Kominfo bahwa admin itu berada di dinas DP3APM dan kami di UPT
ini sebagai pelaksananya untuk turun ke lapangan jikalau ada pengaduan dari di peka itu tadi misalnya
ada pengaduan masuk dari informasi si admin, atau kasus gitu kan, jadi admin memang melakukan
informasi ke kami, dinas yang mengetahui mengenai admin untuk si peka ini. Untuk kebijakan
semuanya tu kan dari dinas, dan di UPT itu sebagai pihak pelaksananya. ”

Hasil obervasi, wawancara dan Dokumentasi dari Indikator Fasilitator DISKOMINFO
sebagai stakeholder kunci yaitu wadah aplikasi PEKA ini sudah membuat aplikasi yang
dilengkapi fitur-fitur yang dapat di pahami oleh masyarakat kota pekanbaru sebagai
stakeholder sekunder, namun hasil penelitian menemukan bahwa tidak semua OPD/Dinas
yang terkait sudah merasakan fitur dari aplikasi ini dikarenakan OPS/dinas yang terkait
belum dapat melaksanakan aplikasi PEKA karena belum ada kejelasan informasi dari
stakeholder kunci aplikasi PEKA yaitu DISKOMINFO dan hanya Dinas perhubungan yang
sudah mendapatkan fasilitas tersebut serta sudah memiliki admin dalam pelaksanaan aplikasi
PEKA tersebut.

4. Implementator (Peran Menjalankan Program)

Dalam Indikator Implementator ini, penulis melihat bagaimana bentuk edukasi yang
diberikan kepada dinas/OPD mengenai pentingnya aplikasi PEKA ini untuk memudahkan
proses pengaduan dan juga bagaimana DISKOMINFO sebagai wadah ini berperan dalam
memberikan edukasi mengenai aplikasi ini. Selain itu penulis melihat kesuaisan standar dalam
penjalanan aplikasi ini yang ber-impact terhadap dinas/OPD yang bersangkutan.

a. Adanya Edukasi Yang Diberikan

Dalam hasil wawancara bersama key Informan yaitu Bapak Fikri Syahputra, S.T
sebagai Staf Bidang Analisis Sistem Informasi di DISKOMINFO Kota Pekanbaru pada hari
Senin, tanggal 6 Januari 2025, menyatakan bahwa:

"Edukasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah melalui iklan layanan
masyarakat. Melalui iklan layanan masyarakat ini diharapkan baik dinas maupun masyarakat lainnya
memiliki kesadaran yang tinggi dalam pemanfaatan aplikasi PEKA.”

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pihak Dinas Perhubungan sebagai bentuk
melihat apakah Dinas Perhubungan yang sudah melaksanakan PEKA ini, dan bagaimana
Edukasi yang diberikan. Maka penulis mewawancarai Ibuk Riza, S.IP admin aplikasi PEKA
di Dinas Perhubungan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, yang menyatakan bahwa:

"Ya, edukasi kepada masyarakat, pegawai, dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam
menjalankan aplikasi PEKA Pekanbaru untuk memastikan pengelolaan pengaduan berjalan efektif.
Edukasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang baik
mengenai cara menggunakan aplikasi, alur pengaduan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.”
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b. Kesesuaian Standar atau Implementasi Program dengan Kenyataan

Bahwa dalam sub indikator ini, dari hasil wawancara dengan key informan bapak Fikri
Syahputra, S.T sebagai Staf Bidang Analisis Sistem Informasi pada hari Senin, tanggal 6 januari
2025, menyatakan:

"Pada dasarnya adanya aplikasi PEKA tidak mengubah layanan yang telah ada di OPD.
Adanya aplikasi PEKA hanya mengubah yang sebelumnya masyarakat tidak bisa membuat aduan
secara realtime, cepat, maka melalui aplikasi PEKA masyarakat difasilitasi untuk membuat aduan
secara cepat dan realtime.”

Selanjutnyad dinyatakan dari wawancara oleh Ibuk Rusita, A.Md selaku Kasubag Tata
Usaha di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada hari Rabu, tanggal 20 November
2024, yang menyatakan:

”Kami punya aplikasi e cikpuan saat itu, namun e-cikpuan itu sudah tidak berjalan lagi karena
terkendala anggaran karena dia berada di pihak ketiga, harus bayar dan ada anggarannya pasti, karena
dp3apm mengarahkan kami ke DisKominfo, kami ingin awalnya tetap e-cikpuan ini berjalan begitu dan
sampai sana katanya e-cikpuan akan tetap dibuatkan,namun sampai sekarang juga tidak ada informasi
lanjutan mengenai e - cikpuan ini yang sesuai dengan pelayanan pengaduan itu kan untuk UPT kami
ini Dan di rekomendasikan menggunakan si peka dan juga si peka sampai sekarang belum
berjalan.Pengaduan dari sipeka sama sekali belum ada sampai saat ini itulah kendalanya, kami tidak tau
berjalannya atau tidaknya si peka ini layanan kami di UPT ini, kami menduga bisa jadi mungkin
pengaduan dari dp3apm ini belum masuk dari layanan si PEKA itu”.

Selain itu penulis juga mewawancari pihak DLHK yaitu dengan Ibuk Wenny Arizona,
SKM. M. Si selaku Kasubag Umum DLHK pada hari Selasa, 3 Desember 2024, yang
menyatakan bahwa:

“Memang ada tawaran dari kominfo, dan mungkin aplikasi ini masih proses tahapan dan masih
pemindahan data juga untuk di perqunakan. Namun sampai saat ini kami belum ada menjalankan
aplikasi PEKA itu, dan yang selama ini kami jalankan dan kami gunakan sebagai proses pelayanan
pengaduan memang menggunakan website e-lapor, yang digunakan oleh seluruh pemerintahan Kota di
Pekanbaru ini. memang kami di mention mengenai pengaduan sampah oleh kominfo dan itu memang
tugas kami, salah satunya mengenai pengaduan sampah. Dan memang bukan terlaksana dari aplikasi
peka ini.”

Tidak hanya itu Ibuk Novi Urbaningrum, A. Md. Tra selaku staf bidang PST Dinas
Perhubungan, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 menyatakan juga bahwa:

"Pengaduan masyarakat biasanya hanya melalui Call Center akan direkap oleh Admin Call
Center Seksi Penerangan Jalan selanjutnya diserahkan ke Mandor untuk ditindaklanjuti”

Dalam hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Indikator Implementator
ini, bahwasanya adanya urgensi pengaduan sebelum adanya aplikasi PEKA ini adalah
menggunakan layanan call center 112 yang digunakan oleh stakeholder Primer dari aplikasi
PEKA ini yang sebelumnya yaitu dari DP3AM , DLHK dan Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru dan juga dapat diakses oleh stakeholder sekunder yaitu masyarakat yang untuk
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melakukan pengaduan, selain melalui website yaitu salah satunya website Dinas
Perhubungan yang terdapat di menu utama “Layananan Pengaduan Masyarakat.” . Tidak
hanya itu pengaduan mengenai penggunaan aplikasi PEKA, call center 112 dan website
pekanbaru.go.id dinyatakan dalam postingan akun instagram @kontak_pemko_pekanbaru
dan adanya sosialisasi secara tidak langsung melalui youtube info pemko pekanbaru dan di
upload melalui pekanbaru.go.id. selain itu DLHK juga menyatakan bahwa pelaksanaan
pengaduan yang DLHK Kota Pekanbaru lakukan saat ini tidak menggunakan aplikasi PEKA,
namun menggunakan aplikasi e-lapor untuk se pemerintahan Kota Pekanbaru yang dapat
diakses melalu lapor.go.id dan melalui bpp.pekanbaru.go.id.

5. Akselerator ( Peran Pemberi Kontruksi)

Akselerator, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar
suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat dari waktu
pencapaiannya.

a. Tata Cara dalam Menjalankan Aplikasi PEKA

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama Bapak Fikti Syaputra, S.T selaku
Staf Bidang Analisis Sistem Informasi di DISKOMINFO Kota Pekanbaru, pada hari Senin,
tanggal 6 Januari 2025, yang menyatakan bahwa:

"Penerapan aplikasi PEKA telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 32
Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Pekan Kita.”

Selanjutnya menurut Admin Aplikasi PEKA pada Dinas Perhubungan Pekanbaru
yaitu Ibuk Riza, S.IP pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, menyatakan mengenai Tata
cara untuk menjalankan Aplikasi PEKA Pekanbaru ini yaitu sebagai berikut:

"Aplikasi PEKA Pekanbaru merupakan platform yang dikembangkan untuk memfasilitasi
pengaduan dari masyarakat kepada berbagai dinas dan instansi terkait di Kota Pekanbaru, termasuk
Dinas Perhubungan (Dishub). Dalam menjalankan aplikasi ini, penting untuk memahami tata cara
penggunaannya, fitur-fitur yang disediakan oleh Dishub dalam menangani pengaduan masyarakat,
serta respon yang diberikan serta implementasi program yang telah ditetapkan.”

Lalu diperkuat juga dengan hasil wawancara dengan Ibuk Novi Urbaningrum, A.Md.
Tra selaku staf Bidang PST di Dinas Perhubungan yang menyatakan bahwa:

"Laporan masuk dari masyarakat lalu akan ditindak lanjuti oleh super admin dan akan
mendisposisikan laporan tersebut kepada satgas yang bertugas dan langsung mengecek aduan ke lokasi
aduan untuk menindaklanjuti laporan tersebut”

Berdasarkan observasi wawancara dari sub indikator tata cara pelaksanaan aplikasi
PEKA ini, bahwa DISKOMINFO berperan dalam memberikan tata cara dalam menggunakan
aplikasi PEKA baik untuk instansi/ opd dan masyarakat yang tercantum dalam Peraturan
Walikota Pekanbaru no 32 tahun 2023 tentang pengelolaan pengaduan melalui aplikasi Pekan
Kita. Dinas Perhubungan sebagai salah satu dinas yang sudah melakukan pelayanan
pengaduan melalui PEKA sudah menjalankan tata cara menjalankan aplikasi PEKA baik
untuk tim pelaksana/satgas maupun masyarakat. Sedangkan untuk DP3APM tidak berperan
dalam tata cara menjalankan aplikasi PEKA , namun DP3APM bersama UPT PPA mengetahui
rencana awal bagaimana tata cara dalam menjalankan aplikasi PEKA yang akan dilakukan
setelah DP3APM sudah bergabung dalam aplikasi PEKA. Dan untuk DLHK dalam tata cara
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menjalankan aplikasi PEKA tidak melaksanakan perannya sebagai stakeholder primer pada
aplikasi PEKA yang dibuktikan dari pernyataan DLHK tidak mengetahui tata cara
menggunakan aplikasi PEKA.

b. Memperbaiki Kelemahan Aplikasi PEKA

Maka penulis mewawnacarai Bapak Fikri Syahputra, S.T selaku Kepala Bidang
Analisis Sistem Informasi di DISKOMINFO pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025,
menyatakan bahwa:

“Sampai saat ini belum terdapat laporan adanya kendala dalam implementasi aplikasi PEKA.

”.... Jika kedepannya terdapat kendala yang dilaporkan, maka akan dilaksanakan rapat teknis untuk
pengembangan aplikasi PEKA terkait kendala yang dilaporkan.”

Namun mengenai kelemahan serta harapan untuk kelemahan dari pengaduan di
aplikasi PEKA ini penulis melakukan wawancara dengan Dinas Perhubungan yang sebagai
Dinas/OPD yang terdaftar dan sudah menjalankan Aplikasi ini, dalam wawancara bersama
Ibuk Novi Urbaningrum, A. Md. Tra selaku Staf Bidang PST Dinas Perhubungan pada hari
Rabu, 20 November 2024 menyatakan:

"Laporan dari masyarakat yang masuk ada yang kurang jelas menyampaikan informasi dan
tidak memberikan kontak person. Mungkin dari masyarakat memberikan laporan yang jelas dan
memberikan kontak person agar laporan kaduan dapat diselesaikan dengan segera secara realtime.”

Lalu penulis juga menanyakan mengenai bagaimana tindaklanjut dari kelemahan
penggunaan Aplikasi PEKA di Dinas Perhubungan ini, maka penulis juga mewawancarai
Admin aplikasi PEKA di Dinas Perhubungan yaitu Ibuk Riza, S.IP yang menyatakan bahwa:

"Jika ada pengaduan PEKA Pekanbaru yang terlambat ditindaklanjuti, ada beberapa langkah yang bisa
diambil oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan pihak terkait untuk mengatasi keterlambatan tersebut
dan memastikan pengaduan ditangani dengan lebih efektif ke depannya. Begitu juga, tindak lanjut
pengaduan yang telah diproses harus tetap dikontrol agar tidak menimbulkan ketidakpuasan
masyarakat. ”

Dari hasil observasi, wawancara bahwa aplikasi PEKA ini dilaksakan sesuai dengan
prosedur yang terdapat pada Peraturan Walikota Pekanbaru No 32 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Pekan Kita pada pasal 5 ayat
(2) dan (3) untuk mengisi data diri dalam penggunaan aplikasi PEKA. Masyarakat sebagai
stakeholder kunci dapat mengakses kaduan setelah akun aplikasi PEKA bagi
pengguna/masyakat telah diverifikasi di sistem yang dilakukan oleh DISKOMINFO sebagai
stakeholder kunci dan wadah dari aplikasi ini.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa DISKOMINFO sebagai
stakeholder kunci belum melakukan perannya dengan baik, yang dibuktikan dari belum
terlaksanakannya beberapa kebijakan dalam pelaksanaan aplikasi PEKA ini, koordinasi yang
belum maksimal pada stakeholder primer ataupun stakeholder skunder, fasilitas yang belum
terpenuhi sepenuhnya, kurangnya DISKOMINFO dalam menjalankan aplikasi PEKA, serta
masih memiliki kelemahan yang belum diperbaiki. Untuk Stakeholder Primer penulis
menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan sudah cukup baik dalam menjalankan perannya,
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namun untuk DP3APM dan DLHK belum menjalankan perannya dengan semestinya. Dan
menurut penulis peran stakehlolder sekunder tidak sepenuhnya memiliki peran dikarenakan
edukasi yang kurang luas, kurangnya keinginantahuan serta keterbatasan penggunaan
aplikasi PEKA kurang dirasakan secara luas oleh masyarakat kota Pekanbaru.

Berdasarkan temuan Peneliti, pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka penulis
memberikan beberapa saran:

a. Disarankan kepala pelaksana kebijakan, yaitu DISKOMINFO sebagai stakeholder kunci
dari aplikasi PEKA untuk melaksanakan kebijakan dalam menjalankan aplikasi PEKA ini
sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No 32 Tahun 2023 tentang pengelolaan
pengaduan masyarakat melalui aplikasi PEKA serta berdasarkan Peraturan walikota
Pekanbaru No 373 Tahun 2022 tentang pembentukan tim pengelola aplikasi E-RESPON
selain itu diharapkan DISKOMINFO untuk lebih memberikan informasi serta koordinasi
yang maksimal tentang pelaksanaan atau dalam menjalankan aplikasi PEKA sebagai
aplikasi pengaduan bagi masyarakat, tidak hanya itu DISKOMINFO sebagai wadah
diharapkan dapat memberikan fasilitas pengaduan yang disediakan oleh dinas/opd
terkait mengenai pelaksanaan pelayanan pengaduan tersebut, melakukan sosialisasi dan
memberikan edukasi yang lebih luas baik kepada OPD/ dinas sebagai stakeholder primer
maupun kepada masyarakat sebagai stakeholder sekunder. Serta diharapkan untuk
melakukan evaluasi berkala untuk melihat sejauh mana aplikasi ini berkembang dan
sejauh mana tingkat kekurangan/kelemahan dari aplikasi PEKA ini. Dan dapat
memperbaiki sistem aplikasi yang masih terbatas dalam penggunaannya yaitu hanya
dapat digunakan pada smarphone basis android, dan untuk smarphone basis iOs masih
belum dapat mendownload serta menggunakan aplikasi PEKA tersebut, sehingga dapat
digunakan secara luas oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

b. Disarankan kepada OPD/dinas yang terkait mengenai aplikasi ini sebagai stakeholder
primer , untuk melakukan komunikasi yang baik dalam memberikan pelayanan
pengaduan. Serta memiliki inisitaif untuk memberikan pelayanan pengaduan kepada
masyarakat. Sehingga DISKOMINFO sebagai wadah atau stakeholder kunci dari aplikasi
dapat melakukan evaluasi terkait masalah apa yang harus ditindak lanjuti. Dinas
Perhubungan selaku stakeholder primer disarankan dalam memberikan penanganan
pengaduan dari masyarakat juga beriringan untuk melakukan edukasi mengenai
bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan dari Dinas Perhubunga , baik pengaduan
yang diterima secara online serta penanganan secara realtime. Untuk DP3PAM
diharapkan untuk melakukan koordinasi lanjutan mengenai ketidakjelasan informasi
dari DISKOMINFO sehingga aplikasi ini dapat berjalan sesuai harapan. Dan untuk DLHK
untuk melakukan Koordinasi lanjutan mengenai akun dengan DISKOMINFO supaya
aplikasi ini berjalan dengan semestinya.

c. Untuk masyarakat sebagai stakeholder sekunder diharapkan lebih aktif dalam proses
edukasi tentang manfaat penggunaan teknologi yang ke arah positif, dan pemanfaatan
teknologi untuk memudahkan pelayanan atau penanganan masalah sehingga kita
sebagai masyarakat dapat merasakan manfaat dari e-goverment yang diciptakan sebagai
bentuk penggunaan dan teknologi yang mengarah postif sehingga dapat membantu kita
sebagai masyarakat untuk berkembang, serta dapat memberikan masukan agar
Pemerintahan Kota di masing-masing daerah bisa melakukan evaluasi dan menjalankan
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tugas-tugas pelayanannya seperti pelayanan pengaduan menggunakan teknologi ini
yaitu aplikasi PEKA Pekanbaru.
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